GUBERMNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/8/V/2011 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN TRANSFER
ATAS BANTUAN ALOKASI DANA OTONOM! KHUSUS
TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DIS TRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan transparansl
dan akunfabilitas  pelaksanaan penyaluran dan
pertanggungjawaban anggaran Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung, periu
mengatur kembali pelaksanaan penyaluran dan
pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur
dimaksud;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf &, periu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Papua Barat,

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas




Nepotism
Negara Republik Indonesig Tahun rgg{gLeme: ek
75, Tambahan Lembaran Negary: g, omo"
Indonesia Nomor 3851); R

. Undang-undang Nomor 45
Pembentukan Provinsj | ot ontang
\ ran Jaya Tengan Provingi
Inan Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kaby ham
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya danil-{neta Scnpfunn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahruﬁ
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Hepubii‘!c Indonesia Nomor 3894) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 45 Tahun 19g9 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Inan Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
018/PUU-1/2003;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4884);

tang
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan
Kﬂuang.an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, ]‘ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan
Pemeriksaan, Pengelolaan dag

Pertanggungjawaban Keuangan N

egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubemur
sebagal Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5107);



11.

12.

13.

14,

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keug
Daerah sebagaimana telah diubah damlr:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5p Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Otonomi Khusus Papua;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2009 Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor

47),



D
KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA |l:=ﬂhisgmm

KEPADA PEMERINTAH mnmmmmm
KELURAHANKAMPUNG

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1, Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia gebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
han oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubermnur, BupatiWalikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat
dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7.Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung adalah dana yang
bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
bagl Provinsi Papua Barat yang dialokasikan kepada




merintah Kabupater/Kota/Distrik/ Kej
Pe  mplementasi kebilakan Otonomi K >"PUNQ. alam

ekening Kas Umum, adalah rekenin tempat _

& h vyang ditentukan mﬂ ngmm'[ﬂﬂnan uang
Distrik/Luraf/Kepala  Kampung  untuk menampy e

imaan dan qtuunakan untuk membayar seluruh seluruh

bank yang ditetapkan, pengeluaran

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yan
apatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagaj
dasar |:I0|Elk53ﬂﬂﬂﬂ oleh pengguna anggaran, agai

10. Surat Penetapan Alokasi Bantuan, yang selanjutnya disi
SPAB, adalah dokumen yang memuat rincian kuﬂﬂypgr::::l?:::
masing-masing jenis Bantuan ke Kabupaten/Kota/Distrik/Kampun
per periode penyaluran. R

11. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dﬂkSUfl'IEﬂ. yang menyatakan tersedianya :;gna untux'
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM,
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD,

14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat
SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan

SPM.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastrukiur
bagi Provinsi Papua Barat dan Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung adalah dalam rangka

implementasi kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papué Barat.




Pasal 3

i Dana Otonomi Khusus dan T
mana dimau_ksudkan dalam w 1:' Dana Infrastryjye

Hak-hal yang berkenaan dengan Bangan Alokasi Dana ’
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada F’Emt::
KabupalonAtasewaahnaharKampung yang diatur dalam
Peraturan Gubermnur inl meliputi:

a. Jenis-jenis anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan ~ Dana Infrastruktur  kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung:

b. Penetapan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan  Dana Infrastruktur  kepada Pemerintah
Kabupatann{otamisl'ikﬂ(ahrahammpung;

¢. Dokumen pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/ Dislﬂkﬂ(alumhanﬂ(ampung;

d. Tatacara pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung dan;

e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung.

BAB Il

JENIS ANGGARAN BANTUAN ALOKAS!I DANA OTONOMI KHUSUS
DAN TAMBAHAN DANA BANTUAN GUBERNUR KEPADA
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal §

Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur ~ kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Distrik/

Kslurshan/Kampung, meliputi:




Pasal ¢
Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonom
() infrastruktur ~ kepada Pmmkh.h"“' 24 Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & W'W. o"VKola
dalam Peraturan Daerah tentang APBD, terdi it yang diatur

a. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus, dan
b. Bantuan Alokasi Tambahan Dana Infrastruktur

(2) Jenis Bantuan Alokasl Dana Otonomi Khusus kepada
Distrik/Kelurahan/Kampung  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b merupakan jenis bantuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB v

PENETAPAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI
KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR KEPADA
KABUPATEN/KOTA/ DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 7

(1) Alokasi Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung disusun berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Pemerintah  Kabupaten/Kota/Distrik/  KeluraharvKampung,
penetapan lokasi dan alokasi dilakukan sesuai dengan Keputusan
Gubemur,

BABV
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8 |
) Mmmwmmmﬂw"

Papua Barat selaku Pengguna Anggaran




Otonomi Khusus dan Tamb
Defada  Pomedntah  Kabupateroyor™® "Mrasiuj
Kampung mempunyai kﬂWHnang.n atas WK.IUTNN
garan Bantuan Alokasi Dana Otopom, ::hknnnn
Tambahan Dana  Infrastruktur kepada Puiul dan
K‘bupatarh"Kﬂ‘lﬂf Distrik/Kelurahan/Ka mpung, emerintah

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellous
menyusun DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi ki puti;

Tambahan Dana Infrastruktur  kepadg p usus dan
KabuPﬂtﬂm!(otafDistﬂkaalumhanmammnﬁ, emerintah

p. menerbitkan SPAB atas beban DPA Bantua
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrartrtmﬁaﬂagn
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Keluraha fb""‘iﬂrnpun:-n a

¢. menerbitkan SPP atas beban DPA Bantuan A
Otonomi Khusus dan Tarnbahan Dana Infra mﬁ?’iﬁ:ﬂ:
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kalurmgmmpunu;

d. menerbitkan SPM atas beban DPA Bantuan Dana Alokasi
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung;
dan |

e. menyusun laporan pertanggungjawaban.

(2
a.

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN
Bagian Kesatu

DPA

Pasal 9
(1) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dituangkan dalam DPA dan disahkan oleh Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
kepada Pemerintah

r
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dalam DPA adalah
Jumiah alokasi tiap jenis bantuan.

() DPA sebagaimana di 2) merupakan daser
pelaksar maksud pada ayat (2) m
finggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus



dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Pasal 10

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat dapat menetapkan perubahan atau revisi DPA sesuai
Peraturan Daerah.

(2) Perubahan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Bagian Kedua
SPAB, SPD, SPP, SPM DAN SP2D

Pasal 11

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepads
Pamerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung
menerbitkan SPAB, SPP, SPM, dan SP2D.

(2) SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian
alokasi masing-masing jenis Bantuan Alokasi Danpa Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung berdasarkan DPA
yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPD.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar penerbitan SPP.

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar penerbitan SPM.

(5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan
SP2D.

(6) Tata cara pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus
dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung diatur lebih lanjut
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.



Bagian Ketiga
Konfirmasi Bantuan

Pasal 12

(1) Kepala Badan PE!‘IPElﬂIH Keuangan dan Aset Da
Barat mengifimkan lembar konfirmasi mmnz:ﬁ:m
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/
Distrik/Kelurahan/Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerla
setelah dilakukan penyaluran,

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distﬁkfr(alwaharm(ampunu
menyampaikan kembali lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lembar
konfimasi tersebut diterima dan ditandatangani oleh
Bupati/Walikota atau Kepala Distrik/urahvKepala Kampung.

(3) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bukti penenimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Distrik/Kampung atas penyaluran Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

(4) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |
Peraturan Gubemur Papua Barat ini.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN
TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Bagian Kesatu

Bantuan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 13

PenyaluraryTransfer Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindan




pukuan dar Rekening Kas Daerah Pem

erintah Proving; Papua Barat

ke Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kotg,

(1) Penyaluran/Transfer Bantuan Dana Otonom;

(2)

(3)

Pasal 14

; Khusus
Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secars bab:a‘::pa

dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap | sebesar 45% (empat puluh [ima -
Alukaﬁi._ dilaksanakan aelarnbatilambatnya 15 FE::"L;EE;;
hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus Tahap | disalurkan
oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah
Pemerintah Provinsi; dan Laporan F’Enyerapan Penggunaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah
Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

b. Tahap |l sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi,
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) har kerja,
setelah Dana Otonomi Khusus Tahap Il disalurkan oleh
Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah
Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap |, diterima
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

c. Tahap Ill sebesar 15% (lima belas persen) dari alokasi,
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja,
setelah Dana Otonomi Khusus Tahap |Il disalurkan ofeh
Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah
Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap Il, diterima
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui
tahun anggaran berjalan.

Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dan huruf ¢, disampaikan setelah
penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana Infrastruktur telah mencapai 90% (sembilan



) darl penerimaan Bantuan Aloka
p..lm p::anEmhﬂh““ Dana Infrastruktur !am;:al d :
ausue dan angan tahap

Laporan sebagaimana dimaksud pada ay

" . at (3) disusun de
gunakan format se iman o b
baga a ditetapkan datam Lampiran |

peraturan Gubemnur Papua Barat ini.
5) Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusys da
" bana Infrastruktur kepada in:,::!han

Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang fida b
dalam tahun berjalan, tidak dapat dicairkan dij l:::l.?n harlil‘tu::;:amp

(6) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambaha
infrastruktur kepada pﬂ,.ﬂm?;:;

Kabup aten/Kot ,ﬂaﬁk.r"Kelurahaanan‘Ipung ya telah diteri
oleh Pemerintah Kabupatenfﬂotafﬂiatﬁkﬂ{eﬁrahnmd;ma

namun sampai dengan akhir masa anggaran (31 Desember)

masih tarsisg. maka digunakan Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang bersangkutan

pada tahun berikutnya.

(7) Bagi Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang tidak

menyampaikan laporan penyerapan dana maka diberi sangsi
penundaan penyaluran dana pada tahap berikutnya.

Bagian Kedua
Bantuan Dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung

Pasal 15

Penyaluran Dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung

dilaksanakan dengan cara :

(1) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah
Provinsi ke Rekening penampung BPD, untuk memudahkan
koreksi transfer/penyaluran kepada Distrik/Kelurahan/Kampung.

(2) Pemindahbukuan kepada Distrik/Kelurahan/Kampung melalui
perhitungan Pihak ketiga (PPK) dari rekening penampung ke
rekening kas Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan selama 1
x 24 jam.

(3) Pencairan DOD, Respek melalui persyaratan :

a. Surat pengantar dari Distrik sebagai Kepala Wilayah. .
b. Daftar aan dana (RD) dari
rencana  penggun mpiran i Peraturan

'M'ildt(all.rahamkampung sasuai la
Gubemur,




)

(2)

(3)

4

(1)

c. Speciment tanda tangan bagi Distrik/K unrﬁnmamm
oleh tiga orang :
- Kepala Distrik, Sekretaris dan Bendahara
- Kepala Kelurahan, sekretaris dan Bendahara
- Kepala Kampung, sekretaris dan Bendahara.

Pasal 16

Penyaluran Bantuan Dana Respek kepada
Distrik/Kelurahan/Kampung, dilaksanakan secara bertahap,
dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap | disalurkan pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh
persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan
Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada
Distrik/Kelurahan/Kampung tahun anggaran sebelumnya,
diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.

b. Tahap Il disalurkan pada bulan Oktober sebesar 50% (lima
puluh persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan
Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap
|, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak

melampaui tahun anggaran berjalan.

Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana

Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan setelah penggunaan Bantuan Alokasi Dana

Otonomi Khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen)

dari penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan

menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

Il Peraturan Gubemur Papua Barat ini.

Baglan Ketiga

Pemotongan, Penundaan dan/atau Pembayaran Kemball
Anggaran Bantuan

Pasal 17
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku

Pengguna Anggaran dapat melakukan pemotongan, penundaan



darvalau purmbayarsn kemball penyslaen Anggaran Bemusn
Alokasl Dara Olonomi Khusus dan Tambahan Dana Iinfrestiukiue
hapada Pamerintal  Kabpaten/Kotaflistik/Kelurahan/Kampung
ik Wil Pamannlah
Kabupaten/Vola/Dlewik/Kelirahan/ampung — sesusl  dengan
Paraturan Daarah

(4) Pemotongan, penundasn  dan/sleu  pembaysran  kemball
sebagaimana dimaksud pads ayal (1) dilaksanakan setslah
adanyas sural perinintaan  dad  instansiunit yang  mempunysal
kawanangan untuk melakukan penghitungan stas pemotongan,
panundasan daV/elau psmbaysian kemball

(4) Surat Parmintesn sebagaimana dimeksud pada aysl (2)
disampalkan hﬂriﬂl Kapala Badan Pengslols Keuangan dan Asel

Dasrah Provins

(1)

()

Papua Daral

BAR VIl

REKENING KAS DAERAH
KABUPATENKOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 18

Dalam rangka  penyaluran  Lenusn  kepada  Pemerintah
Kabupaten/Kots/Distikd  Kslurahan/Mampung,  Bendahara
Umum Pemarintah Kabupaten/Kota/Olstrik/
Kalursharn/Kempung stau Kuass Dandahara Umum Pemearintah
Kabupaten/Kota/ [Matrik/Kslurshan/Kampung membuke
Hakening Kas Dasrah Pamarnintah
Kabupaten/Kola/Distrik/Kelurahan/Kempung pada Bank Umum
untuk menampung penyaluran bantuan kepada Pemarntah
Kabupaten/Kota/Distik/Kalurahan/Kampung  dengan  nama
Rekening Kas Dasrah Pemerintsh  Kabupsten/Kole/Distrik/

Kalurahsn/Kampung,

Betolah Bondahara  Umum  Pemerintah  Kabupaten/Kota/
Distrik/Kalurahan/Kampung eleu Kuasa Dendahara Umum
Pemeriniah Kabupaten/Kota/Distik/Kelurahan/Kempung
membiika Rekaning Kas Umum Pemarintah
Kabupatan/Kote/Distb/  Kelurahan/Kampung  sebagalmana
dimaksud pada ayal (1), Pamanntah
Kabupaten/Kola/Distrk/Kslurahan/Kampung — manyampalkan
nomor rekening, nama rekening, dan nama bank kepada
Kepala Badan Keuangan dan Aset Dasrah Provinsi

Papuas Barat yang dilampid dengan




(3)

a. Asii rekening koran dari Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung;

b. Copy Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/
Lqi'ﬂ(npﬂa Kampung mengenai penunjukan/penetapan
pejabat Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/
Distrik/Kelurahan/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum
Pemerintah Kabupal&rh’ﬁutamismhn{alumhanﬂ{ampmg
yang disahkan oleh Bupati/Walikota/ Kepala
Distrik/Lurah/Kepala Kampung; dan

c. Copy Keputusan Bupati'Walikota/Kepala
Distrik/Lurah/Kepala Kampung mengenai penunjukan bank

tempat menampung Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening
dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah  Kabupaten/Kota/MDistrik/  Kelurahan/Kampung
menyampaikan perubahan tersebut dengan surat yang
ditandatangani oleh BupatiWalikota/Kepala
Distrik/Lurah/Kepala Kampung dilampiri dengan asli rekening
koran dan copy [Keputusan Bupati/Walikota/Kepala
Distrik/Lurah/Kepala Kampung.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEFADA
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 19

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menyeleriggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan
keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana

Khusus dan Tambahan Dana Bantuan Gubernur kepada
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung ~ sesual

Peraturan Daerah yang berlaku.




Pasal 20

pemerinfah Kabupaten/Kota menyelen
enatausahaan, akuntansi dan pelaporan hiuangan:rﬁ::
pelaksanaan _anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sesual Peraturan
paerah yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung menyelenggarakan
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas
pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus secara sederhana, meliputi: buku kas umum, buku
pank, dan bukti/kwitansi pengeluaran.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 22

(1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung penerima
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Akhir
Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

(2) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kumulatif penyerapan Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur yang
telah  dilakukan sampai dengan  tanggal 31
Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur
Papua Barat ini. Camouna

(4) Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampy
Pﬂl:;rim: Bantuan pAlul:asi Dana Otonomi Khusus dan




(1)

()

(3)

(1)

(2)

(3)

Tambahan Dana Infrastruktur bertanggungjawab

nuh
atas kebenaran Laporan Penyerapan Panggﬂﬁaan
setiap tahap dan Laporan Akhir Tahun Penggunaan

Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur.

Bagian Ketiga
Sanksl dan Pengawasan

Pasal 23

Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Distrik, Kelurahan dan Kampung pelaksanaannya
diawasi/dimonitor oleh Bagian Pemerintahan Setda dan
Badan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten/kota Se-Papua Barat.

Bagi Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagai penerima
Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur penggunaannya harus sesuai dengan
peruntukan sebagaimana tertera dalam Pasal 3
Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Penggunaan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana Infrastruktur yang tidak sesuai dengan
peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, akan
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-Undangan yang berlaku .

Pasal 24
Monotoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap
penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur, dilakukan secara bertahap sesuai tahapan
penyaluran.

Tim Monitoring yang dibentuk terdiri dari instansi terkait,
baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota.

Hasit Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan dan
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur, disampaikan kepada kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Barat selaku Pengguna Anggaran.




(1)

@)

(3)

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung/
Kampung membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
KabupatervKota/Distrik/Kelurahan/Kampung ~ dilakukan ke
rekening milik Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung
yang sebelumnya digunakan untuk menampung penerimaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Gubemur Papua Barat ini diatur oleh
instansi terkait yang berwenang, baik secara bérsama-sama
maupun sendiri-sendirl sesual dengan bidang tugasnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini maka Peraturan
Gubemur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan
Alokasi Khusus dan Tambahan Dana Infrastuktur Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dicabut dan
dianggap tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubemur ini mulai beraku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur inl dengan penempatannya dalam Barita Daerah
Provinsl Papua Barat

Ditetapkan di Manckwari
pada tanggal 1 Mei 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI




Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD
MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 161
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,




Lampiran |  Peraturan Gubemur Papus Barst
Nomer S00/8/AV/2011 Tahun 2011
Tanggal 1 Mei 2011

LEMBAR KONFIRMAS!
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA
INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG *)

KWITANSVBUKTI PENERIMAAN/BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN

Telahterimadari ; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Untuk keperluan . Pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana Infrastruktur

Tahap Pencalran

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung *) sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....
Nama Rekening
Nama Bank

BupatiWalikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung *)
*)Coret yang tidak periu

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAPITTD
ABRAHAM O. ATURURI
Untuk salinan yang saly sesual dengan esiinya,
KEPALA BIRO HUKUM,




Lampiran || Peraturan Gubernur Papus Barat
Nomor B00/8/\/2011 Tahun 2011
Tanggal 1 Mel 2011

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN
TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR

TAHUN ANGGARAN..........cocv.veeerienesnnennns
TAHAP 11110 *)

Yang hﬂﬂll’lﬂﬂfﬂﬁﬂﬂﬂ di bawah ini  BupatiVWalikota
...  menyatakan bahwa saya
m“gwngjmh puﬂuh atas  kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastuktur Tahun
Anggaran.................. 1ahap............sebagai berikut:

Penerimaan dar Rekening Kas Daerah ;
Tahap | :
Tahap |l
Tahap Il
Total

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga :

Tahap ini ERUE i s e
Kumulatif s.d. Tahap ini - R R e
Sisa Dana di Rekening Kas Umum SR s R
Persentase Sisa Dana R T PR

Realisasi Pembayaran dari
No.| Bidang Pagu _Rekening Kas Umum Sisa
s.d Tahap | Tahap | Kumulatif | Pagu

Sebelumnya | Ini |s.d. Tahap
ini

g 2 3 ] 5 6 (4+5) | 7(3-6)
1 | Pendidikan -
2 | Kesehatan
3 |Ekonomi
Kerakyatan

Affirmaltive
Actions kepada
Putra-Putri

i




Bukt-bukti realisasi pembayaran kepada piak "
rcantum dalam laporan ini, disimpan sesual dengan Keterie:
yang bedaku untuk kelengkapan administrasi dan keperiuan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya,

.............................................

BupatiWalikota
*) Coret yang tidak periu
*) Untuk Kabupaten/Kota
GUBERNUR PAPUA
BARAT,
CAPTTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesual dengan asfinya,
KEPALA BIRO HUKUM,




Lampiran Il Peraturan Gubemur P
apua Barat
Nomor 000/B\V/2011 Tahun 2011
Tanggal 1 Mel 2011

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN............
TAHAP Nl *)

LR LT T e T T (21

Yang bertanda tangan di bawah Inl Kepala Distrik/Lurah/Kepala
FAMPUND: oiiivisiianamasinisiniiirine menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan Bantuan Alokasl Dana Otonomi Khusus Tahun

ANQgaran ................... Tahap ............ sebagai berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Daerah:
Tahap | NP thcerenessrsnearmepsaneranrsineses
Tahap || & { - . Total
B i s R M s
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:
Tahap Ini W R T R
Kumulatif s.d. Tahap Ini ol - e

Sisa Dana di Rekening Kas Umum © RP. ...ooooveveiiieisiriisiin

Persentase Sisa Dana BB st
Realisasi Pembayaran dari |
No. Bidang Pagu Rekening Kas Umum Sisa
s.d Tahap | Tahap | Kumulatif | Pagu
Sebelumnya | Ini s.d.
|| Tahapini |
[ 2 3 i | s 6(4+5 |7(3-9)
1_{ Pendidikan
2 |Kesshatan
3 | Ekonomi
Kerakyatan
4 [Infrastruktur
§ | Afirmative Acfions
kepada Putra-Putri
Papua
Jumiah I




i realisasl pembayaan kepsds pihek  katigs ¥y
tercantum dalam laporan Inl, disimpan sesusi dengsn kelerssn
yang berlalu  untuk hwm'r admwisiras)  dan Vgt ity
pemeriksaan aparat pangawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebensrrys

Kepala Cistrik/Vopusls Vaomgrg

*) Coret yang tidak periu
“) untuk Distrik/Kampung
GUBERNUR PAPUA
BARAT,
CAPMTTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesual dengan asfinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

ANTO




Lampiran IV Peraturan Gubermur Papus Baal

Nomor 800/8/V/2011 Ta
Tanggal 1 Mei 2011 -

LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN

TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR
TAHUN ANGGARAN ........ooooviiivinn, o
penerimaan dari Rekening Kas Daerah:
TARPT I RP it e
TRhAP Il I RP i e e,
Tl B A A sk
| PR T e s
Reallsasi | Sisa Da Realisasl
No Bidang Pagu | Pembayaran :Il. Kn“. Plll;lll:n.:lln
dari Umum Fisik Keglatan
Rekening ».d.
Kas Umum 31 Desember
i . ; ; S S
1 | Pendidikan S '.J .
2 | Kesahatan e
3 | Ekonomi Kerakyatan L =
4 | Infrastruktur ) S
5 | AMrmative Actions il :
kepada Putra-Putr|
Papua g .
Jumlah A il -
Bupati/Walikota
*) Coret yang tidak periu
*) Untuk Kabupaten/Kota
GUBERNUR FAPUA BARAT,
CAP/TTD

AM O. ATURURI
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, AREEY

KEPALA BIRO HUKUW,
II‘I'AHTD 1’ Fi 1. '




011
Tanggal 1 Mej 2011 Tahun 2014

LAPORAN AKHIR TAHUN PE
BANTUAN ALOKASI DANA Oon AN,

penerimaan dari Rekening Kas Umum:

Tahap | g .....................................................
Tahap Il < IIIIIIII
= 1 T Realisasi Sisa Rea
No. Bidang Pagu | Pembayar | Dana di me
an dari Kas Fisik
H‘k'“i“'ﬂ Umum mm"’d
Kas Umum 31 Desember
1 2 3 4 5G4 | 6
1 | Pendidikan
2 | Kesehatan
3 | Ekonomi Kerakyatan
4 _| Infrastruktur =
5 | Affirmafive Actions
kepada Putra-Putri Papua
Jumlah
Kepala Distrik/Kepala Kampung
“) Coret yang tidak
*}mwmng
GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAPTTD

ABRAHAM O. ATURURI
Untuk safinan yang sah sesual dengan asfinya,
BIRO HUKUM,

&% o




Tanggsl 1 14ei 2011
LAPORAN AKHIR TAHUN, REALISAS) MM EG
BANTUAN ALOKASI DANA mmrmmmm
TAHUN ANGGARAN................. TR —
. o ;
o " sh) [;: Floik Kauangen | % m-u-J
(Pengeiol e %) | rp)
--f—"_' 2 | ’ ] F l [} r [ ]
1 | Bidang '
Pendidikan
2 | Kesshatan
bt 1 L
Kerakyalan -
4 | Infrastruidur
_i | = 4
m Putra-
Putrl Papua
Towdah )
Bupati/Walikota
s gt
GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI
Uric satrion yang seh seuusl dengen asinys




